
PERATURAN DAERAH PROVII{SI SUIAWESTTEI{GGARA
NOMOR: 3 TAHUN 2006

IETITIT'G
RETRIBTISI PEMATTIFAATAN FASILITAS B'II.AI PELATIHAN

PADA UNIT PEI..AIGAT{AIEI(US DIT{/[S UIIIGI(I,P
PBIERII{TA}I PROVII{$ STT.AWESIIEI{GGARA

DENGAN RAHMATTUHAI{ YANG II,IAHA ESA
qARMN,SN.AWESITETTGGARA

Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Laboratorium

Kem€trologian

Undang-undang Nomon l3Tahun 1964 bntang Penebpan

Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daenh

Ttngkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi

Tenggara dagan mengubah Undang-urdang l'loPnor 47 Prp

tanun tgOO fentang Pembentukan Daerah Tingkat I
sulawesi t tara - Tengah dan Daemh Tingkat I Sulaw€si

Sehbn - Terggan (lembann Negara Tahun 1964 Nomor

94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687)';

Undang-Undang Nomor I Tahun 1981 EntarE Hukum Acara

eldanalternbaran t'legara Tahun 1981 Nomor 76' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

1997 Nornor 4l), Tambahan lsnbaran NegEn Nornor 3685)

sebagaimana tehh diubah dengan Undang-undang Nomor

34 Tahun 2000 (Lembaran NegaG Tahun 2fi)0 Nomor 2'16,

Tambahan Lembaga Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pernbentukan Perafu ran PerundarE-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negan Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nornor

8 Tafrun 2005 tentang knetapan Perafuran Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

PeruGhan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Penrerinbhan Daerah; rnenldi Undang-undang (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4548);

6. Undang-undang ll,omor 33Tahun 2004 tenbng PedmbarEan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Mengingat

Menimbang :

ct. bahwa dengan diserahkannra bebenpa Balai Pelatihan

kepada daerah sebagai konsekr.ren$ pehaksanaan Otonomi

Daerah, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pemanfaatan fasilitasnya menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah;

bahwa untuk mengoptimalkan pemanlaatan fasiltas Balai

Pehtihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Prwinsi Suhawesi

Tenggara dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

maka pemanfaatan fasilitas, p€rlu dipungut retribusi
sebagai salah satu jenis retribusi pemakaman kekayaan

daerah;

bahwa s€suai ketenhran Pasal 24 ayat (1) Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undarE Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
ReEibusi Daerah dan ketenu.En Pasal 158 a),at (1) Un&ry-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, menegaskan bahwa pehksanaan nehlbusi daerah

harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Bahwa berdasarlGn pertimbargan brnir a,b,c dan d brsebut
diatat maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi
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Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
lclvenangan Pemerintah dan Ke!€nangan Ptovinsi SebalBi
Daenh Otonom (Lembaran NegEra Tahun 2C[n Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenbng
Refibusi Daerah (Lembamn Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerinhh Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan lGuangan Daerah (l€mbaran ltl€gara Tahun

2005 Nomor 1110, Tambahan Lernbaran Negara Nomor
4s78);

10. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Spil;

11. Peraturan Daerah Prwinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5

Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah

bebenpa kali diubah dan tenkhir dengn Peraturan Daerah

Provinsi SuhwesiTenggara Nomor 15 Tahun 2001.

DEWAT{ PERWAXILAN RAI(YAT DAERA}I PROVINSI
SULATtrESITEIIIGGARA

IX!|
GITBRilt RSIIJAIffiSITEI{GGARA

r,EtlItEl(AN
Menetapkan :

PERATUMN DAEPAH PROVII{$ SUL,AWESI TENGGARA
TENTAilG RETRIBT'$ PEI{AIIFAATA'{ FASILTTAS BAI.',AI

PEI.ATI}I,ATI PADAUMTPHJIGAN'ITHC{IS DIIIAS UI{GKUP
PBIERINTAII PR(MTISISTIAWEIIET{G'GARA

B'IBI
KEIE{IIIAI{tfilttl

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi SulawesiTenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara;
Gubernur adalah Gub€rnur Sulawesi Tenggara;

Sekretaris Daerah adalah seretaris Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara;
Dewan Perwakihan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adahah Dewan PeMakilan Rakyat Daerah

Propinsi Sulawesi Tenggara;

Balii Pelatihan adalah Balai Pelatihan pada Unit Pelatihan

Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenqgara;
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

retribusi daerah sesuai dengan peEturan Perundang-

undangan yang berlaku;
Reuibusiadalah purgubn daerah se@ai pernbayaran atas

pemanfaatan fasilitas Balai Pelatihan oleh orang pribadi

itau badan yang memanfaatkan fasiltas Balai Pehatihan

pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara;
Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

prinsip komersia! karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh seKor swasta;

5.
4.

q

10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan. yang

menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan unuk melakukan

pembayaran retribusi, atas pemanfaatan fasilitas Balai

Felatihan pada UPTD Lingkp Pernerintah Provinsi Suhawesi

Tenggara:
11. Audiffium adalah keseluruhan bangunan beserta segala

perhengkapannya yang digunakan untuk kegiatan

pertemuan dan sejenisnya yang dikuasaioleh Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tenggara;
12, Ruang Kelas adalah ruangan beserta segala

perh-ngkapannya ya;.g berfungsi sebagai tempat
penyehenggaraan diklat yang dikuasai oleh Pemerintah

Provinsi sulawesi Tenggara;

13. Asrama adalah bangunan yang terdiri atas kamar-Kamar

yang dihengkapi dengan tempat tidur dan pedengkapan
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Iainnya betfungsi sebagaitempat menginap Peserta diklat

atau kegiatan lainnya, yang dikuasai oleh Pemerintah

. Provinsi SulawesiTenggara;
, 14. Peralabn Penunjang Diklat adalah segala macam perahtan

balk yang digunakan secara langsung maupun tidak
Iangsung dalam proses kegiatan dikiat atau kegiatan

Iainnya, yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi
yarE brhubng di l€s Daerah atau ke tempat pembafaran

lain yang ditetapkan oheh Gubernur;
16. Surat Ketebpan Retribusi Daerdh yang sehnjutrya disinglct

SKRD, adahh Surat Kepubrsan yarg menentukan besamfa

Jumlah retribusi Yang terutang;
17. suratTagihan ReFibusi Daerah yang disingkat STRD, adalah

Surat untuk mehakukan tagihan retribusi atau sanksi

administrasi berupa bunga dan abu denda'

BABII
NAMA, O'BYE& ST BYEK DAI{

GOI.IX{GAT{REIRTR'SI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan, pada UPTD Lingkup

Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara, dipurEUt retribusisebagaipembafaran atas

oemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingcup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan iasilitas Balai Pelatihan pada UPTD

Ungkup Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang memanfaatkan

Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintahan Daerah.

Retribusi atas pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan digolongkan sebagai Retribusi

Jasa Usaha.

B'IBITI
WILAYAHPB'lU1{dtrAI{

Pasal 6

Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah

BABIV
CARAMENq'KUR

TINGKAT PEITGGI'N'IAIII TASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jeis dan fasilitas gedung/kamar dan

atau alat serta waKu sefta waKu pemanfaatan fasilibs.

BABV
PRII\6IP PENETAPAI{ STRUKruR DAN

BESART{YATARIF REIRIBIISI

Pasal 8

Prinsip yang dianut dahm penetapan stllktur dan besamya brif rebibusi pemanfaatan

Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara

adalah untuk menutupi biaya administrasi. pengadaan, perawatan/pemeliharaan,

penyusutan, asuransi dan biaya peleyanan.

(1) Struktur besarnya tarif retribusi Pemanfaatan Fasilitas Bapelkes ditetapkan

sebagai berikut:
A, GiEDTJI.IG:

1. Auditorium Ber AC sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu

rupiah) per4 jam/sekali pakai; atau sebesar Rp' 500'000,- (Lima

ratus ribu rupiah) perhari apabila pemakaian Iebih dan 8 jam'

2. Auditorium untuk umum sebesar Rp. 5m.000,- (Urna ratus ribu rupiah)

Perhari.
3. iluang kelas dengan AC sebesar Rp. 50.000,- (Uma puluh ribu rupiah)

perhari;

B. ASRAMA
Pasal 5
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(2)

1. Kamar dengan 3 tempat tidur tanpa AC sebesar Rp.

12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah) perorang perhari'

Z lGmar dengan 2 bed bnpa AC sebesar Rp. 15.000'- (Lima behs ribu

- rupiah) perorang Perhari'
3. Kamar VIP dengan Ac sebesar Rp. 37'500'- (Tiga puluh tujuh ribu

lima ratus rupiah) perorang perhari.

C. PERAIATAI'I PENUNIANG DIKI-AT

1. LCD/Epidiaskope, sebesar Rp. 100.000,- (Sentus ribu rupiah) per4
jam/sekali palci.

2. Lapbp, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus linn pluh ritu rupiah) pertEri.

3. OHP + Layar sebesar Rp. 50,000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari.

4. Sound System^Vireless sebesar Rp. 25.000'- (Dua puluh lima ribu

rupiah). Perhari
5. Kursi belajar s€besar Rp' 2'500,- (Dua ribu Iima rab.rs rupiah) perbuah

perhari.

struktur dan besanya tarif retribusi pemanfaatan fasilitas Balal

Latihan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman

dengan tarif:
x KejunrFn Otomotif:

- Service ringan/perbaikan ringan
- Overhole/hrrun mesin mobil diesel
- Overhole/turun mesin mobil bensin
- Kalibrasi Injection Pump perlobang

* Kejuruan Tekmek per kegiatan/hari
* Kejuruan Bangunan per kegiatan/hari
- Kusen model biasa perbbang
- Kusen model spanyol pedobang
- Daun pintu perbuah
- Daun jendela perlobang
- Daun jendela panel biasa perbuah
- Mengetam kayu klas I (empat sisi)

Perbatang

Ukuran 1,2 x 6,5 x 400 cm
- Membuat lambersering pedembar ukuran

1,2 x 10 x 400 cm

Rp. 400.000,-
Rp.1.500.000,-
Rp.1.000'000,-
Rp. 50.000,-
Rp.100.000,-

Rp. 50.000,-
Rp. 30.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 200.000,-
Rp.7s.000,-
Rp. 30.000.-

Rp. 12.000,-

Rp. 3.500,-

Rp. 5.000,-

- Mengetam kayu klas I (empat sisi)
Perbatang RP. 12'000'-

- Mengetam kayu klas II (empat sisi)
Perbatang RP' 8.000,-

- Membuat lambersering PerlembarModal Dae6h adalah sebagai berikut:
a. Sewa Aula UPTD Balatkop sekali pakai

untuk Pesta Perl€winan Perhari
b. Sewa Aula UPTD Balatkop sekali pakai

untuk RapavPertemuan Perhari
c. PengEunaanKamar/PenginapanUPTD

Balatkop/OnrE/Malam

Asrama Baruga Samaturu:
- Aula perhari
- lcmar tidur perorang/hari

b, Sewa Aula Dinas Nakertrans perhari/
kegiatan

c. Sewa fasilitas lainnya sebagai berikut:
- Lapangan Tenis perbulan/Club
- Sewa Lapangan Bulu Tangkis perbulan/Club
- Sewa TraKor 4 wD/Ha per satu kalijalan
- Sewa Hand Traktor/Ha per satu kalijalan
- Produksi barangfiasa pemanfaatan BLK

Struktur dan besarnfa tarif retribusi pemanhaan fasilitas Bahi Latihan Kerja

(BLK--uKM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Suhra adahh sebagai

berikut:
a. Sewa Asrama dan Aula BalaiLaUhan Masyarakat BLK-UKM, dan

Rp.25.000,-
Rp.2.500,-

Rp. 100.000,-

Rp.50.000,-
Rp.50.000,-
Rp.75.000,-
Rp. s0.000,-

- Membuat Dion bubut 4 x 4 x 75 cm/btg Rp. 5.000,-
- Membuat pion bubut 5 x 5 x 75 cm/btg Rp. 6.000,-
- Membuat pion bubut 6 x 5 x 75 cm/btg Rp' 7.000,-

- Membuat pion bubut 7 x 7 x 75 cm/btg Rp. 8.000,-
- Membuat Dion bubut 10x10 x 75 cm/btg Rp. 10.000,-

lasa pelatihan BLK Swadana masyarakat Umum dengan tarif :

' Kejuruan Otomotif
- MobilDieseldan Bensin peroranganfam Rp. 1.750,-
- Sepeda Motor perorangan/jam Rp. 1.500'-

' Kejuruan Tekmek perorangan/jam Rp. 2.200,-
' Kejuruan Bangunan perorangan/jam Rp. 1.100'-

' Kejuruan Listrik perorangan/jam Rp. 1.500,-

' Kejuruan Elektronika perorangan/jam Rp' 1'500,-
' Kejuruan Tata Niaga perorangan/jam Rp. 1.000,-
' Kejuruan Menjahit perorangan/jam Rp. 1'000,-

' Kejuruan Kerajinan tangan perorangan/jam Rp' 1.000'-
' Kejuruan Pertanian peroranganfam Rp' 1.000'-

Rp.300.000,-

Rp. 150.000,-

Rp.6.500,-

(3)
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(4) StruKur dan besarnya tarif pemanfaatan fasilitas Kegiatan Belajar Dinas

Pendidikan Kebudayaan Prov. Sultra adalah sebagai berikut:
a. Sewa Aula BPKB, perhai

b. Kamar Gedung BPKB perorang/hari
c. Sewa Fasilitas Iainnfa sebagai berikut:

- Aula Dinas P dan K sekali pakai/perhari
- Aula Museum sekali pakaii perhari
- Aula Taman Budap sekali pakai/perhari
- Aula KNPI s€kali pakai/Perhari

(5) Struktur dan besamya tarif pemanfaatan fasilitas AuIa dan Asrama Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi SulawesiTenggara adalah sebagai berikut:

a. Sewa Asrama untuk kegiatan Pelatihan yang menginap/menggunakan
fasilltas
perorang/hari Rp.20.000,-

b. Tarif untuk kegiatan Pelatihan/Seminar/ Rapat ),ang merEgunakan ruang

kelas dan Aula tanpa menginap:
1. Sewa Ruang Kelas Perhari
2. Sewa Aula Perhari

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang

diDersamakan.
(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas

Daerah,

B'IB IX
KERINGAI{AN DAt{ PEITi|BEBASAN REIRIBITSI

Pasal 13

(1) Gubemur dapat rnemberikan keringanan atau pembebasa.n retribusi'

izi Tata Cara pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur'

BABX
s[III(sil ADIMIT\ESTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waKunya atau kurang

membapr, dikenakan sanksiadministrasi berupa bungE sebesar 2 7o (dua persentus)

setiap Uulan dani besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan

ditagih dengan menggunakan SuratTagihan Retribusi Daerah (STRD)

BAB XI
TATA CARA PEITGGUT{AAI{ PENDAPATAN DAERAH

YANG BERST,MBER DARI REIRIBI,$ PEII]ANFMTAN
FASILITAS BALAI PELATIHAN

Pasal 15

seluruh Pendapatan Daerah yang bersumber dani retribusi pemanf;aabn Fasilitas

Balai Pelatihan dikelcia dalam sistem Anggardn Pendapatan dan Belania Daerah'

Pasal 16

Hashi pemungutan retribusiyang diatur didalam Peraturan Daerah mni disetor ke

Kas Daenh, dln sebagian penerirnaan dan retribusidapat digunakan untuk membiayai

kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat'

Rp.50.000,-
Rp. 150.000,-

BABVI
XEWE{AT{GAT{ PE,t'\|q'TAfl

Pasal 10

Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewenangan melakukan
pemungutan retribusiyang selanjuhya personilnya akan dibtapkan deng6n Keputusan

Gubernur

UIBvII
KFWA'IB'I'{ MEilBAYAR RETRIB{'SI

Pasal 11

Setiap orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan Fasillitas Balai Pelatihan pada

UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, wajib membafar retribusi

sesuaijenis fasilibs yang dimanfaatkan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam

Dasal9 Peraturan Daerah ini,

BITBVIII
TATACARAPEMUNGUTAITI
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BABXII
KETEWUANPIDAI{/I

Pasal 17

(1) Wajib Retribusiyang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan' 
Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah retribusiterutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimakud ayat (1) adalah pelanggaran.

BABXIII
PEIIYIDilAN

Pasal 18

(1) selain Penyidik PoLRI, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipiltertentu di Ungkungan Pemerintah

Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat(1) adalah:

a. Menerima laporan abu pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak

pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

melakukan Pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;
f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya denqan

pemeriksaan Perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan setehh mendapat petunjuk dan- 

penyiaiK batrwa tidak terdapat cukup bukti atau perisuwa tersebut bulGn

meiupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hat tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau

kelua rga nya;
h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangg

' ungiawabkan'

(3) Tata cara penyidikan, hubungan Penldik Pegawal Negeri Sipil dan Penyidik

Kepolisian daB Penunujt Umum dilaksanakan sesuaiderEan kdenulan Peraturan

Perundang-undangan Yang berlaku.

BABXN'
I(EIE{ruANPE\T'TLP

Pasal 19

fiaHnt lain png belum diatur dalam Peraturan Daerah mi sepanjang mengenal

pelalaanaan akan diatur Iebih laniut dengan Peraturan Gubemur'

Pasat 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengehhuinya, memerinbhkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan menemPatkan.

DitetaDlcn di : Kendari
Pada tanggral : 2 oKober 2006

GUBRiltn,SUIAWESITEIIGGA,RA

cap/ttd

ALI MAZI

Diundangkan di : Kendari
Pada tanggal : 2 oktober 2006

SEXRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESITENGGARA

cap/ttd

ZAII{AL ABIDIN

LEMBARAN DAEMH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2006 NOMOR 3
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PEN'EI.ASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PRo\'INSISUIAWESITE GGARA

.. *oMoR :3 TAHUN 2fl16

RETRIBI'SI PEMANFMTAN FASITITAS BAI.AI PEI.ATIHAN PADA UPTO

UNGiI(I,P PEIIERINTATI PRO\flT{SI $'LAIII'ESITEhIGGARA

P6TH.,,ASANUMT'M

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan dukurgan dana

yang bersumber dan Pendapatan Asli Daerah, sehingga Pengelohaan Retribusi

Daerah sebagaisalah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilaksanalon

seca rc optima I untuk mendukung pelaksanaan O'tonomi Daerah.

Bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial

untuk dikelola adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersumber

dan refiibtsipernanfaatan hsilitas BahiFelaUhan pada UPTD Lingkup hnrerinbh

Provinsi Sulawesi Tenggara.

sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dengan berpedoman

pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tenbng tbjak Daerah dan Rebibusi

baerah sebagaimana tetah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000 dan pentunn Femerintah Nonror 66 Tahun 2001 tentang ReUibusi Daerah,

dipandang perlu menetapkan Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan

pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi SulawesiTengga6 dengan Peraturan

Daerah.

U. PEN'EIASAN PASALDEMI PASAL

Pasal 9 : StruKur besarnp retribusi pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan

@a UPTD Ungkgp Femerinta-h Provinsi Sulawesi Terggara, disesuaikan dengan
jenishsilibasyang diberikan ohh Bahal Pehtihan pada UPTD Lingkup Pernenintah

Provinsi Sulawesi'lbnggara.

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17

Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20

cukupJelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas
: orkup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas

Pasal 1

Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5

Pasal 6
Pasal 7
Pasal I

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
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